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ABSTRAK
ANALISIS PENGARUH KEUANGAN DAERAH TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 2005-2021
Oleh:
Maryam Nurhilma Alfiah; Abdul Bashir

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh rasio keuangan daerah
terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini dilakukan di 33 provinsi yang ada di
Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder dengan
periode penelitian yaitu tahun 2005-2021. Teknik analisis yang digunakan adalah
teknik analisis dengan data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a)
rasio efisiensi keuangan daerah berpengaruh secara positif namun tidak signifikan
terhadap tingkat kemiskinan; (b) rasio efektivitas keuangan daerah berpengaruh
secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan; (c) rasio kemandirian
keuangan daerah berpengaruh secara negative dan signifikan terhadap tingkat
kemiskinan.

Kata Kunci: Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Keuangan

Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Tingkat Kemiskinan

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Dosen Pembimbing
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=
Dr. Mukhlis, S E, M.Si Dr. A Bashir, S E, M.Si
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE EFFECT OF REGIONAL FINANCIAL RATIO ON
POVERTY IN INDONESIA 2005-2021
By:

Maryam Nurhilma Alfiah; Abdul Bashir
This research aims to analyze the effect of regional financial ratios on poverty.
This research was conducted in 33 provinces in Indonesia. The data used in this
research is secondary data with the research period namely 2005-2021. The
analysis technique used is an analysis technique with panel data. The results of
this study show that (a) regional financial efficiency ratios have a positive but not
significant effect on poverty; (b) regional financial effectiveness ratios have a
positive and significant effect on poverty; (c) the regional financial independence
ratio has a negative and significant effect on the poverty.
Keywords: Regional Financial Efficiency Ratio, Regional Financial

Effectiveness Ratio, Regional Financial Independence Ratio, Poverty
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BAB1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan memang merupakan permasalahan yang kompleks dan
bersifat multidimensional. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus
dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan
masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu. Istilah kemiskinan muncul ketika
seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran
ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu.

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk
yang cukup padat. Di Indonesia, masih terjadi masalah kemiskinan yang cukup
tinggi sehingga dapat menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia
serta produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Kemiskinan di
Indonesia disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu tingkat upah yang masih
dibawah standar, tingkat pengangguran yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi
yang lambat. seseorang dikatakan miskin bila dia belum bisa mencukupi
kebutuhanya atau belum berpenghasilan.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia
pada tahun 2019-2020 mengalami peningkatan sebesar 0.67%. Ini disebabkan
karena pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020-2021 dimana
kebanyakan masyarakat kehilangan pekerjaannya.. Sedangkan pada tahun 2020-

2021 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0.06%.



Tabel 1.1 Data Tingkat Kemiskinan dan Rasio Keuangan Daerah di

Indonesia Tahun 2019-2021

Tingkat Rasio Rasio Rasio
Tahun Kemiskinan Efisiensi Efektivitas Kemandirian
2019 9,31 99,88 85,10 103,34
2020 9,98 100,28 65,79 96,32
2021 9,92 98,51 80,68 83,38

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa rasio efisiensi di Indonesia
tahun 2019 memiliki nilai sebesar 99,88%; tahun 2020 sebesar 100,28%; dan
tahun 2021 sebesar 98,51%. Pada tahun 2019 dan 2021, nilai rasionya berada
di persentase 90% - 100% yang berarti pada tahun tersebut masuk dalam
kriteria kurang efisien. Sedangkan pada tahun 2020 angka rasionya lebih dari
100% maka dinyatakan tidak efisien. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa dengan
melihat rasio efektivitas di Indonesia pada tahun 2019 memiliki nilai sebesar
85,10%; tahun 2020 sebesar 65,79%, dan tahun 2021 sebesar 80,68%. Pada
tahun 2019 dan 2021, nilai rasionya berada di persentase 80%-90% yang
berarti pada kedua tahun tersebut masuk ke dalam kriteria cukup efektif.
Sedangkan pada tahun 2020 angka rasionya berada pada persentase 60%-80%
maka masuk ke dalam kriteria kurang efektif. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa
dengan melihat rasio kemandirian yang dihasilkan Indonesia pada tahun
2019 memiliki nilai sebesar 103,34%; tahun 2020 sebesar 96,32%, dan tahun
2021 sebesar 83,38%. Nilai rasio kemandirian dari tahun 2019-2021 sesuai
dengan tingkat kemampuan daerah secara rata-rata dianggap tinggi yang

berarti pola hubungan yang terjadi adalah pola delegatif.



Tabel 1.2 Data Tingkat Kemiskinan Tahun 2021 Provinsi di

Indonesia (Dalam Bentuk %)

PROVINSI 2021
PROV. BALI 4.62
PROV. DKIJAKARTA 4.69
PROV. KALIMANTAN SELATAN 4.69
PROV. BANGKA BELITUNG 4.78
PROV. KALIMANTAN TENGAH 5.16
PROV. KEP. RIAU 5.93
PROV. SUMATERA BARAT 6.33
PROV. KALIMANTAN TIMUR 6.40
PROV. BANTEN 6.58
PROV. MALUKU UTARA 6.63
PROV. KALIMANTAN BARAT 6.99
PROV. RIAU 7.06
PROV. SULAWESI UTARA 7.56
PROV. JAMBI 7.88
PROV.JAWA BARAT 8.18
PROV. SULAWESI SELATAN 8.65
PROV. SUMATERA UTARA 8.75
PROV.JAWA TIMUR 10.99
PROV.JAWA TENGAH 11.52
PROV. GORONTALO 11.57
PROV. SULAWESI TENGGARA 11.70
PROV. LAMPUNG 12.14
PROV. DI YOGYAKARTA 12.35
PROV. SULAWESI TENGAH 12.59
PROV. SUMATERA SELATAN 12.81
PROV. NUSA TENGGARA BARAT 13.98
PROV. BENGKULU 14.82
PROV. ACEH 1543
PROV. SULAWESI BARAT 15.51
PROV. MALUKU 17.08
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 20.71
PROV. PAPUA BARAT 21.83
PROV. PAPUA 27.12

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa angka kemiskinan di



merupakan yang terendah dari 33 provinsi di Indonesia pada tahun 2021.
Sedangkan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan angka kemiskinan
tertinggi di Indonesia pada tahun 2021.

Yacoub (2012) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kemiskinan
berkaitan dengan pemenuhan yang paling mendasar dalam hidup, karena
kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi hampir seluruh negara.
Kemiskinan berlangsung sebab tidak adanya pemasukan untuk mencukupi
kebutuhan primer. Faktor yang memastikan kemakmuran warga merupakan
pendapatan. Apabila keadaan tingkatan tenaga kerja bisa terwujud hendak
mencapai maksimum pemasukan warga serta dapat meningkatkan
pembangunan ekonomi daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya mengoptimalkan peranan
sumber daya dalam menciptakan kenaikan pendapatan pada sektor-sektor
ekonomi dan mengusahakan tercapainya pertumbuhan 4 ekonomi yang tinggi
untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan
meningkatanya pembangunan nasional maka anggaran belanja yang diperlukan
juga semakin meningkat. Anggaran belanja dikumpulkan dari segenap potensi
sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh Negara Indonesia. Anggaran
pendapatan dan belanja yang dikumpulkan tertuang dalam suatu program atau
rancangan pemerintah yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD). APBD merupakan dasar pengelola keuangan daerah dalam tahun
tertentu yang berisi pendapatan dan pembiayaan dana pemerintah.

Otonomi daerah merupakan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah untuk



mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan
dan aspirasi masyarakat daerahnya, tujuan utama otonomi daerah ini adalah
untuk meningkatkan daerah yang bersangkutan dalam mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri guna meningkatkan sumber daya guna hasil dari
segenap potensi yang dimiliki. Pengelolaan keuangan yang baik akan mendorong
pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan penerimaan daerah serta mengurangi
pengangguran yang selanjutnya akan mengurangi tingkat kemiskinan.

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu menciptakan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan keuangan, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam perubahan sistem pengelolaan keuangan
daerah. Dengan adanya otonomi memberikan jalan bagi pemerintah daerah untuk
mengelola dan melakukan pembaharuan sistem keuangan pemerintah daerah,
pemerintah daerah dituntut untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah yang
berorientasi pada publik. Penilaian kinerja pengelolaan keuangan tersebut
dilakukan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daecrah (APBD). Anggaran
sebagai instrumen kebijakan pemerintah harus dapat menunjukkan kinerja yang
baik. Tujuannya untuk penilaian secara internal maupun dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan bisa menimbulkan efek positif, salah
satunya yaitu menurunkan tingkat kemiskinan.

Kinerja yang terkait dengan anggaran merupakan kinerja keuangan berupa
perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran.

Perbandingan antara komponen-komponen yang terdapat pada anggaran diukur



dengan menggunakan beberapa rasio yang dikembangkan berdasarkan data
keuangan yang bersumber dari APBD antara lain rasio kemandirian, rasio
efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, dan rasio keserasian (Halim,
2008). Sedangkan kinerja keuangan diukur dengan menggunakan rasio
kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, rasio
efektivitas dan efisiensi PAD, derajat kontribusi BUMD, debt service coverage
ratio, dan rasio pendapatan terhadap utang. Sejalan dengan tujuan analisis rasio
keuangan, maka ada beberapa indikator untuk melihat keberhasilan kinerja
pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan
hal ini akan membuka kesempatan bagi daerah untuk mengurangi jumlah
pengangguran, menurunkan jumlah masyarakat miskin, meningkatkan indeks
pembangunan manusia serta menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat
atau indeks gini.

Menurut Halim (2007: 234-241), pengukuran efisiensi dan efektivitas
keuangan daerah dapat dilakukan dengan cara menghitung Rasio Efisiensi dan
Rasio Efektivitas Keuangan daerah. Rasio efisiensi adalah rasio yang
menggambarkan perbandingan realisasi pengeluaran (belanja) dengan realisasi
penerimaan daerah. Sedangkan rasio efektivitas merupakan kemampuan
pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan dengan
target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Rasio efisiensi merupakan perbandingan antara output yang diharapkan
dengan input yang dikeluarkan dengan standar kinerja atau target yang telah

ditentukan.



Tabel 1.3 Data Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Provinsi di Indonesia

Tahun 2021 (Dalam Bentuk %)

PROVINSI 2021
PROV. KALIMANTAN TENGAH 88.17
PROV. BANGKA BELITUNG 91.02
PROV. SULAWESI TENGAH 92.41
PROV. JAMBI 92.85
PROV. DKIJAKARTA 93.97
PROV. SUMATERA UTARA 94.23
PROV. BENGKULU 94.37
PROV. GORONTALO 94.58
PROV. LAMPUNG 95.02
PROV. RIAU 95.19
PROV. SUMATERA BARAT 96.46
PROV. DI YOGYAKARTA 96.96
PROV. JAWA TENGAH 97.03
PROV. KALIMANTAN SELATAN 97.15
PROV. KEP. RIAU 97.21
PROV. KALIMANTAN BARAT 98
PROV. ACEH 98.1
PROV. SULAWESI BARAT 98.1
PROV. JAWA TIMUR 98.75
PROV. MALUKU 98.75
PROV. SULAWESI TENGGARA 99.26
PROV. BANTEN 100.32
PROV. JAWA BARAT 101.29
PROV. SULAWESI SELATAN 101.57
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 103.69
PROV. MALUKU UTARA 104.01
PROV. NUSA TENGGARA BARAT 104.09
PROV. SUMATERA SELATAN 104.67
PROV. KALIMANTAN TIMUR 104.92
PROV. BALI 105.86
PROV. PAPUA 107.01
PROV. PAPUA BARAT 109.73
PROV. SULAWESI UTARA 109.97

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa angka rasio efisiensi di



Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 88.17% dimana dalam kriteria
efisiensi termasuk dalam persentase 80%-90% dengan kriteria cukup efisien.
Pada Provinsi Bangka Belitung (91.02%), Provinsi Sulawesi Tengah (92.41%),
Provinsi Jambi (92.85%), Provinsi DKI Jakarta (93.97%), Provinsi Sumatera
Utara (94.23%), Provinsi Bengkulu (94.37%), Provinsi Gorontalo (94.58%),
Provinsi Lampung (95.02%), Provinsi Riau (95.19%), Provinsi Sumatera Barat
(96.46%,), Provinsi DI Yogyakarta (96.96%), Provinsi Jawa Tengah (97.03%),
Provinsi Kalimantan Selatan (97.15%), Provinsi Kepulauan Riau (97.21%),
Provinsi Kalimantan Barat (98%), Provinsi Aceh (98.1%), Provinsi Sulawesi
Barat (98.1%), Provinsi Jawa Timur (98.75%), Provinsi Maluku (98.75%),
Provinsi Sulawesi Tenggara (99.26%) angka rasio efisiensinya termasuk dalam
persentase 90%-100% dimana angka ini tergolong dalam kriteria kurang efisien.
Selanjutnya, pada Provinsi Banten (100.32%) Provinsi Jawa Barat (101.29%),
Provinsi Sulawesi Selatan (101.57%), Provinsi Nusa Tenggara Timur (103.69%),
Provinsi Maluku Utara (104.01%), Provinsi Nusa Tenggara Barat (104.09%),
Provinsi Sumatera Selatan (104.67%), Provinsi Kalimantan Timur (104.92%),
Provinsi Bali (105.86%). Provinsi Papua (107.01%), Provinsi Papua Barat
(109.73%), Provinsi Sulawesi Utara (109.97%) angka rasio -efisiensinya
termasuk dalam persentase >100% dimana termasuk dalam kriteria tidak efisien.

Rasio efektivitas merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan PAD yang telah direncanakan dengan target yang telah
ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar kontribusi output

terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif program atau kegiatan.



Tabel 1.4 Data Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi di

Indonesia Tahun 2021 (Dalam Bentuk %)

PROVINSI 2021

PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 45.53
PROV. ACEH 63.69
PROV. DKIJAKARTA 66.63
PROV. MALUKU UTARA 70.94
PROV. MALUKU 71.68
PROV. NUSA TENGGARA BARAT 72.57
PROV. KALIMANTAN SELATAN 73.74
PROV. KALIMANTAN BARAT 74.04
PROV.JAWA BARAT 75.19
PROV. SULAWESI UTARA 76.13
PROV. BALI 774

PROV.JAWA TENGAH 78.25
PROV. SULAWESI SELATAN 78.94
PROV. SUMATERA SELATAN 80.61

PROV. LAMPUNG 81.54
PROV. BENGKULU 82.07
PROV. RIAU 82.25
PROV. KALIMANTAN TENGAH 84.12
PROV. KEP. RIAU 88.06
PROV. SUMATERA BARAT 88.3

PROV. KALIMANTAN TIMUR 88.47
PROV. SULAWESI BARAT 89.58
PROV. PAPUA BARAT 89.85
PROV. SULAWESI TENGGARA 91.01

PROV. DI YOGYAKARTA 91.28
PROV. PAPUA 92.17
PROV. BANTEN 92.55
PROV.JAWA TIMUR 94.62
PROV. SUMATERA UTARA 95.65
PROV. SULAWESI TENGAH 9742
PROV. GORONTALO 98.94
PROV. JAMBI 103.38
PROV. BANGKA BELITUNG 108.59

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 1.4 dapat diketahui bahwa angka rasio efektivitas pada



Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 45.53% , Provinsi Aceh sebesar 63.69%,
Provinsi DKI Jakarta sebesar 66.63%, Provinsi Maluku Utara sebesar 70.94%,
Provinsi Maluku sebesar 71.68%, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 72.57%,
Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 73.74%, Provinsi Kalimantan Barat sebesar
74.04% dimana angka-angka tersebut masuk dalam persentase <75% dimana
tergolong dalam kriteria tidak efektif. Pada Provinsi Jawa Barat (75.19%),
Provinsi Sulawesi Utara (76.13%), Provinsi Bali (77.4%), Provinsi Jawa Tengah
(78.25%), Provinsi Sulawesi Selatan (78.94%), Provinsi Sumatera Selatan
(80.61%), Provinsi Lampung (81.54%), Provinsi Bengkulu (82.07%), Provinsi
Riau (82.25%), Provinsi Kalimantan Tengah (84.12%), Provinsi Kepulauan Riau
(88.06%), Provinsi Sumatera Barat (88.3%), Provinsi Kalimantan Timur
(88.47%), Provinsi Sulawesi Barat (89.58%), Provinsi Papua Barat (89.85%)
termasuk dalam persentase 75%-89% dimana kriteria efektivitas nya tergolong
dalam kurang efektif. Kriteria efektivitas yang tergolong dalam kriteria cukup
efektif adalah jika rasio tersebut berada di angka 90%-99% dimana Provinsi
Sulawesi Tenggara (91.01%), Provinsi DI Yogyakarta(91.28%), Provinsi Papua
(92.17%) Provinsi Banten (92.55%), Provinsi Jawa Timur (94.62%), Provinsi
Sumatera Utara (95.65%), Provinsi Sulawesi Tengah (97.42%), Provinsi
Gorontalo (98.94%) termasuk dalam kriteria tersebut. Sedangkan provinsi yang
termasuk dalam kriteria sangat efektif dimana persentase nya berada di atas
100% adalah Provinsi Jambi (103.38%) dan Provinsi Bangka Belitung
(108.59%).

Rasio keuangan dapat digunakan untuk menilai kemandirian keuangan
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daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efisiensi
dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah , mengukur sejauh mana
aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya,
mengukur kontribusi masing — masing sumber pendapatan dalam pembentukan
pendapatan daerah, melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan
pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu
(Halim, 2008). Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan keadaan
otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total
pendapatan daerah, sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang
dikatakan mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan
publik (Ardhini, 2011). Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti
bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal
pemerintah pusat dan provinsi semakin rendah. Untuk terciptanya kemandirian
Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dapat menyelenggarakan pemerintahannya
sendiri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sehingga
pembangunan daerah diarahkan agar lebih mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional.

Rasio kemandirian keuangan daerah mencerminkan keadaan otonomi suatu
daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan
daerah, sehingga memunculkan permasalahan suatu daerah yang dikatakan
mandiri dapat meningkatkan jumlah belanja modal untuk pelayanan publik.
Rasio kemandirian keuangan daerah bermanfaat untuk mengukur tingkat

kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah.
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Tabel 1.5 Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di

Indonesia Tahun 2021 (Dalam Bentuk %)

PROVINSI 2021
PROV. PAPUA BARAT 7.07
PROV. PAPUA 18.23
PROV. MALUKU 21.84
PROV. ACEH 21.92
PROV. MALUKU UTARA 23.76
PROV. SULAWESI BARAT 25.35
PROV. NUSA TENGGARA TIMUR 30.95
PROV. GORONTALO 35.01
PROV. SULAWESI TENGGARA 44.03
PROV. SULAWESI TENGAH 47.45
PROV. BENGKULU 47.64
PROV. SULAWESI UTARA 49.9
PROV. DI YOGYAKARTA 50.09
PROV. BANGKA BELITUNG 51.18
PROV. NUSA TENGGARA BARAT 55.31
PROV. KALIMANTAN TENGAH 55.89
PROV. KEP. RIAU 57.17
PROV. SUMATERA BARAT 62.58
PROV. JAMBI 64.01
PROV. KALIMANTAN BARAT 64.65
PROV. SUMATERA SELATAN 67.66
PROV. RIAU 76.07
PROV. LAMPUNG 77.2
PROV. SULAWESI SELATAN 82.36
PROV. SUMATERA UTARA 85.16
PROV. BALI 111.28
PROV. KALIMANTAN SELATAN 119.94
PROV.JAWA BARAT 122.45
PROV.JAWA TENGAH 123.78
PROV.JAWA TIMUR 124.63
PROV. KALIMANTAN TIMUR 149.28
PROV. BANTEN 152.15
PROV. DKIJAKARTA 183.5

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 1.5 dapat diketahui bahwa Provinsi Papua Barat
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(7.07%), Provinsi Papua (18.23%), Provinsi Maluku (21.84%), Provinsi Aceh
(21.92%), Provinsi Maluku Utara (23.76%), berada dalam angka persentase di
bawah 25% yang berarti tingkat kemampuan daerah nya sangat rendah dengan
pola hubungan instruktif. Pada Provinsi Sulawesi Barat (25.35%), Provinsi Nusa
Tenggara Timur (30.95%), Provinsi Gorontalo (35.01%), Provinsi Sulawesi
Tenggara (44.03%), Provinsi Sulawesi Tengah (47.45%), Provinsi Bengkulu
(47.64%), Provinsi Sulawesi Utara (49.9%) angka persentase rasio nya berada di
kisaran 25%-50% yang berarti bahwa tingkat kemampuan daerah pada provinsi-
provinsi tersebut masih terbilang rendah dengan pola hubungan konsultatif. Pada
Provinsi DI Yogyakarta (50.09%), Provinsi Bangka Belitung (51.18%), Provinsi
Nusa Tenggara Barat (55.31%), Provinsi Kalimantan Tengah (55.89%), Provinsi
Kepulauan Riau (57.17%), Provinsi Sumatera Barat (62.58%), Provinsi Jambi
(64.01%) angka persentase rasio efektivitas nya berada di atas 50%-75% ini
berarti bahwa tingkat kemampuan daerah pada provinsi-provinsi tersebut adalah
sedang dengan pola hubungan partisipatif. Pada Provinsi Riau (76.06%),
Provinsi Lampung (77.2%), Provinsi Sulawesi Selatan (82.36%), Provinsi
Sumatera Utara (85.16%), Provinsi Bali (111.28%), Provinsi Kalimantan Selatan
(119.94%), Provinsi Jawa Barat (122.45%), Provinsi Jawa Tengah (123.78%),
Provinsi Jawa Timur (124.63%), Kalimantan Timur (149.28%), Provinsi Banten
(152.15%), Provinsi DKI Jakarta (183.5%) angka persentase rasio efektivitas nya
berada di 75%-100% atau lebih dari 100% yang berarti bahwa tingkat
kemampuan daerah provinsi-provinsi tersebut tinggi dengan pola hubungan

delegatif. Provinsi DKI Jakarta memiliki angka persentase kemandirian tertinggi
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pada tahun 2021 sebesar 183.5% dengan pola hubungan delegatif yang berarti
bahwa sudah tidak ada lagi campur tangan dari pemerintah pusat karena daerah
tersebut telah benar-benar mandiri dalam melaksanakan urusan kegiatan
daerahnya. Sedangkan angka persentase kemandirian terendah berada pada
Provinsi Papua Barat yaitu sebesar 7.07% dengan pola hubungan instruktif yang
berarti bahwa daerah tersebut tidak mampu melaksanakan kegiatan daerahnya
sehingga peranan pemerintah pusat sangat diperlukan dalam hal ini.

Penilaian terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dilakukan
dengan rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas Pendapatan Asli
Daerah (PAD), rasio efisiensi belanja, dan rasio pertumbuhan pendapatan daerah
( Mahmudi, 2016). Rasio kemandirian keuangan daerah bermanfaat untuk
mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dalam penyelenggaraan
otonomi daerah. Semakin besar PAD terhadap total pendapatan daerah dapat
mendorong pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan akan menurun. Rasio
efektivitas PAD dan rasio efisiensi belanja bermanfaat untuk mengukur kinerja
pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD serta untuk mengontrol
biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penghematan anggaran.
Semakin tinggi realisasi penerimaan PAD dengan tingkat biaya yang rendah
maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan dapat mengefektitkan
berbagai program untuk mengatasi tingkat kemiskinan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan

adalah sebagai berikut:
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1. Apakah Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap tingkat
kemiskinan di Indonesia?

2. Apakah Rasio Efektivitas Keuangan Daerah berpengaruh terhadap tingkat
kemiskinan di Indonesia?

3. Apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh terhadap
tingkat kemiskinan di Indonesia?

4. Apakah Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio Kemandirian Keuangan
Daerah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada tingkat
kemiskinan di Indonesia

2. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada
tingkat kemiskinan di Indonesia

3. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada
tingkat kemiskinan di Indonesia

4. Untuk menganalisis pengaruh Rasio Efisiensi, Rasio Efektivitas, dan Rasio
Kemandirian Keuangan Daerah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta untuk
mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh dan berguna untuk menjadi

referensi penelitian selanjutnya.
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2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfat bagi para pembaca khususnya
mahasiswa yang dapat dilihat nantinya dan menjadi penilaian tersendiri

bagi mahasiswa tersebut.
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